
ABSTRAK

Yadi Paisal : Pendapat BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat Tentang 
Keddudukan Wakif Non Muslim Dalam Hukum Perwakafan Di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 bahwa beragama Islam bukanlah 
syarat menjadi seorang wakif, sehingga non muslim boleh menjadi wakif. Akan tetapi 
dalam hadits dikatakan bahwa wakaf merupakan sedekah yang memiliki nilai pahala 
yang terns mengalir meskipun wakif meninggal dunia, sehingga bagaimana 
kedudukan wakif non muslim dalam perwakafan akan berbeda dengan wakif dari 
kalangan muslim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum UU No 41 dalam 
membolehkan wakif non muslim dan apa dampaknya bagi perwakafan di Indonesia, 
term as uk dengan keberadaan Badan Wakaf Indonesia dalam menanggapi kedudukan 
wakif non muslim.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa perwakafan di Indonesia telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa dalam UU No 41 tahun 2004 
yang beragama Islam tidak menjadi syarat untuk menjadi wakif. sebagaimana yang 
telah diangkat dalam penelitian ini, bahwa dengan dibolehkannya non muslim maka 
bagaimana kedudukan wakif non muslim di Indonesia menurut Badan Wakaf 
Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode content analisis dengan menganalisa latar 
belakang dibolehkannya non muslim menjadi wakif, dan menghubungkannya dengan 
peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan sumber-sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini terutama pendapat Badan Wakaf Indonesia.

Analisis yang di gun akan dengan melihat kenyataan yang teijadi dalam hukum 
perwakafan. Kemudian menghubungkannya dengan peraturan yang berlaku di 
Indonesia, di samping meninjaunya dari segi hukum Islam dan pendapat Badan 
Wakaf Indonesia, sehingga menyimpulkannya sesuai dengan metode penelitian yang 
digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa UU No 41 Tahun 
2004 dan Badan Wakaf Indonesia membolehkan non muslim menjadi wakif. Karena 
dampak positif yang dihasilkan lebih banyak daripada dampak negatifnya. Meskipun 
terdapat pula ulama madzhab yang berpendapat salah satunya madzhab Maliki yang 
membolehkan non muslim menjadi wakif jika peruntukannya tidak bersifat 
keagamaan atau ibadah tapi hanya untuk sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wakif non muslim di 
Indonesia adalah sah di mata hukum dan perundang-undangan. Karena hal ini 
bertujuan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.


